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       Alokasi Dana Desa merupakan satu aspek terpenting dari sebuah desa untuk 
menjalankan program-program dari pemerintahan. Termasuk diantaranya adalah 
program untuk menyejahterakan masyarakat di wilayahnya. Pemerintah desa 
diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan 
pemerintah Kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan 
yang lebih luas dan rumit. Maka rumusan masalah yaitu bagaimana analisis 
akuntabilitas, kesejahteraan finansial masyarakat di Desa Waringinsari Barat 
Kabupaten Pringsewu dalam prespektif Ekonomi Islam. Tujuan dari penelitian ini 
adalah Untuk Menganalisa Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan 
Peningkatan Pendapatan Finansial Masyarakat menurut perfektif Ekonomi Islam. 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan metode penelitian 
deskriptif kualitatif, cara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: observasi, 
wawancara, serta dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat di 
Desa Waringinsari Barat, dengan menggunakan metode insidental sampling, 
Untuk menganalisa data, penulis menggunakan analisa berfikir deduktif yakni 
mengangkat dari fakta-fakta yang umum, peristiwa-peristiwa yang kongkret, 
kemudian fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa yang umum konkrit ditarik 
generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat khusus. Analisis penelitian ini 
yaitu dalam mendistribusikan ADD 2015 - 2018 di Desa Waringinsari Barat 
belum dikatakan baik. Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat kesimpulan yaitu 
pelaksanaan ADD 2015 - 2018 belum dapat dirasakan secara langsung oleh 
masyarakat sehingga belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara 
keseluruhan. Dalam akuntabilitas ADD pun masih dikatakan minim karena belum 
adanya transparansi kepada masyarakat. Sedangkan dalam Ekonomi Islam tidak 
ada nilai keadilan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.  
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A. Penegasan Judul 
       Sebagai kerangka awal sebelum penulis menguraikan pembahasan lebih 
lanjut, terlebih dahulu akan dijelaskan istilah dalam skripsi ini untuk 
menghindari kekeliruan bagi pembaca yang tertuang dalam penegasan judul. 
Oleh karena itu diperlukan adanya pembatasan arti kalimat dalam skripsi ini, 
dengan harapan memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud. 
Penelitian yang akan dilakukan ini berjudul : “AKUNTABILITAS 
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TERHADAP 
KESEJAHTERAAN FINANSIAL MASYARAKAT (Studi di Desa 
Waringinsari Barat Kabupaten Pringsewu)”. Adapun beberapa istilah yang 
perlu penulis uraikan yaitu sebagai berikut: 
1. Akuntabilitas 
       Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan 
pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan 
tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang 
memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. 
Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti 
efisiensi, efektifitas, reliabilitas dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas 
tidak abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui 
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2. Pengelolaan  
       Pengelolaan adalah cara atau peroses dimana satu orang atau 
kelompok orang melakukan kegiatan yang bertujuan untuk 
mengembangkan atau mewujudkan maksud dari tujuan orang tersebut. 
3. Alokasi Dana Desa 
       Alokasi dana desa (ADD) adalah bagian keuangan desa yang 
diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan 
keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten lalu disalurkan 
lagi untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk kebutuhan atau 
prasarana membangun masyarakat menuju masyarakat sejahtera. 
4. Kesejahteraan Masyarakat 
       Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi dimana terpenuhinya 
kebutuhan financial, spiritual dan sosial yang bertujaun agar warga negara 
dapat hidup layak serta mampu mengembangkan diri, sehingga dapat 
melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik. Kesejahteraan diciptakan 
sebagai tujuan penting dari peran pemerintahan desa agar masyarakat 
terbantu dan teratasi dari permasalahan ekonomi, spiritual dan sosial. 
5. Finansial 
       Finansial dalam ilmu ekonomi adalah administrasi yang mengelola 
urusan keluar masuknya uang pada sebuah institusi atau lembaga. 
                                                             
1
Ahmad Abdul Haq, Akuntabilitas, Tersedia Di : Https://Www 
Wikiapbn.Org/Akuntabilitas/ Diakses Pada 1 Maret 2015 
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Financial dapat mencakup beberapa aspek, misalnya ilmu keuangan dan 
aset lainnya, pengelolaan atau manajemen aset tersebut, dan bagaimana 
menghitung dan mengatur resiko proyeknya. 
       Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka yang dimaksud dengan 
judul ini adalah menganalisa dan menggambarkan bagaimana 
Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Waringinsari Barat 
dapat mensejahterakan masyarakat secara finansial atau tidak. 
 
B. Alasan Memilih Judul 
1. Alasan Objektif 
       Perekonomian sudah menjadi masalah rumit yang ada di masyarakat, 
bukan tanpa usaha atau strategi yang diciptakan pemerintah dalam 
menanggulangi permasalahan ini. Karena kurangnya pengetahuan dan 
sadarnya masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya yang ada, 
membuat pemerintah kesusahan dalam menciptakan kesejahteraan yang 
menjadi cita-cita pemeintahan.  
       Pemerintahan menerapkan Alokasi Dana Desa (ADD) yang tujuannya 
untuk mengatasi permasalahan ekonomi. Alokasi Dana Desa mempunyai 
peranan yang sangat penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, 
apabila pengelolaan perencanaan program Alokasi Dana Desa tersebut 
sesuai dengan tujuan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan 
memanfaatkan sumber daya alam sekitar, maka potensi desa dapat 
dimanfaatkan dengan baik hinga akhirnya dapat meningkatkan pendapatan 
masyarakat sekitar dan cita-cita pemerintah pun tercapai. 
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2. Alasan Subjektif 
a. Permasalahan dalam judul penelitian ini relevan dengan bidang 
keilmuan yang penulis tekuni di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.  
b. Adanya referensi yang mendukung sehingga dapat mempermudah 
penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. 
 
C. Latar Belakang Masalah 
       Aspek perekonomian di Indonesia tepatnya lembaga sektor publik 
menghadapi tekanan untuk lebih efisen dalam memperhitungkan biaya 
ekonomi dan sosial dalam pemanfaatannya kepada publik agar meminimalisir 
dampak negatif atas aktifitas yang dilakukan. Dengan demikian ilmu 
akuntansi menjadi suatu pedoman yang dibutuhkan untuk mengelola urusan-
urusan publik. Dalam penerapan akuntansi sektor publik harus didasari dengan 
prinsip transparasi dan akuntabel. Penerapan akuntasi sektor publik tidak 
hanya ada dalam cakupan wilayah pemerintahan pusat maupun pemerintahan 
daerah saja  namun lebih menjangkau hingga wilayah pedesaan.
2
 
       Akuntabilitas merupakan syarat untuk terciptanya penyelenggaraan 
pemerintah yang baik, demokratis dan amanah (good governance). 
Pemerintahan yang berakuntabilitas publik artinya pemerintah tersebut 
mempertanggungjawabkan atas segala bentuk kegiatan yang dilakukan dan 
secara terang-terangan diamati lansung oleh masyarakat, ini bertujuan agar 
masyarakat merasa ikut bertanggung jawab terhadap keberlansungan program 
                                                             
2
  Maria Rosa Ratna Sari Angraini Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada 
Kesejahteraan Masyarakkat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul Jogjakarta(Modus), 
2016, Volume 28, H 155 
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pemerintah.. Selain transparansi, tujuan dari akuntabilitas adalah untuk 
mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang jelas dalam program yang 
akan dijalankan. Memastikan tujuan dari pemerintahan tersebut terwujud serta 
ikut dalam menjalankan tujuan agar terciptanya masyarakat yang dinamis dan  
sejahtera. 
       Tujuan pembangunan pada hakikatnya adalah meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi masyatakat yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja 
sebanyak-banyaknya, menciptakan keadilan sosial, politik, ataupun 
pembangunan ekonomi masyarakat. Pembangunan tidak bisa dilihat dari segi 
pembangunan fisik semata, namun mencakup pembangunan sumberdaya 




       Tidak hanya pemerintahan saja yang harus mempunyai cita-cita untuk 
sejahtera dalam bidang ekonomi,  tetapi masyarakat juga harus mempunyai 
keinginan yang lebih dalam mengatasi permasalahan ekonomi. Masyarakat 
harus mempunyai kreatifitas dan ide/gagasan dalam mengoptimalkan potensi 
yang ada, sehingga tujuan dalam menciptakan keadilan sosial, politik dan 
ekonomi bisa tercapai dengan mudah. 
        Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi yang seluas-
luasnya berarti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua 
urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan 
                                                             
3
Loncolin Arsyad, Ekonomi Pembangunan Edisis 5, (Yogyakarta: Uppstim Ykpn, 2015), 





 Maka dari itu, isi dan jenis otonomi untuk setiap 
daerah berbeda-beda. Namun prinsipnya tetaplah sama, yaitu beorientasi pada 
peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan 
kepentingan dan aspirasi yang tumbuh di dalam masyarakat, sehingga 
keinginan masyarakat bisa tercapai seiring dengan tujuan dari permerintah. 
       Seperti agenda pembangunan yang tertuang dalam Perpres No. 2 Tahun 
2015 Tentang RPJMN 2015-2019 yaitu “Membangun Indonesia dari 
pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka 
NKRI”.
5
 Melihat dari agenda pembangunan yang digagas tersebut, artinya 
pemerintah ingin mensejahterakan dibidang ekonomi mulai dari lingkupan 
terkecil yang ada dipemerintahan, yaitu desa. Jika desa sudah mencapai 
tahapan sejahtera, maka pemerintah akan lebih mudah untuk mengembangkan 
pembangunan lainnya menuju tahapan yang lebih baik lagi. 
       Pemerintahan Desa dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang 
Desa, bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa dijalankan oleh Kepala 
Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu oleh Perangkat Desa sebagai 
unsur penyelenggaran pemerintahan desa. selain kepala desa dan perangkat 
desa, terdapat juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu lembaga yang 
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melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya wakil dari penduduk 
desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 
       Keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah 
Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini desa diberi 
pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas 
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang 
diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.  
       Peraturan memberikan landasan bagi semakin otonominya desa secara 
praktek, bukan hanya sekedar normatif. Dengan adanya kewenangan 
pengelolaan keuangan desa (berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 
2014) dan adanya alokasi dana desa (berdasarkan PP Nomor 47 Tahun 2015), 
seharusnya desa semakin terbuka (transparan) dan responsibel terhadap proses 
pengelolaan keuangan. Dalam ketentuan Permendagri nomor 113 Tahun 2014 
disampaikan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan 
yang meliputi: perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, 
pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa, sehingga dengan hak 
otonomi tersebut diharapkan desa dapat mengelola keuangannya tersebut 





 Maka pemerintahan desa harus bisa memperhatikan masyarakat 
desanya dan selalu terbuka serta amanah dalam menjalankan tugasnya. Seperti 
yang tercantum didalam Al-qur’an surah An Nisa 4:58, berbunyi : 
                         
                             
 
Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 
yg berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 
hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yg sebaik-baiknya 
kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha 
Melihat. 
 
       Surah diatas menjelaskan bahwasanya pemerintah harus bersikap adil dan 
bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi tugasnya. Harus menjadi 
amanah untuk para pemimpin yang diberikan kepercayaan dalam menjalankan 
tugas dan tanggung jawab. Maka penting sekali untuk para pemimpin 
mengutamakan sikap tanggung jawab dan amanah agar pemerintahan atau 
desa yang dipimpin menjadi sejahtera. 
       Untuk itulah pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu pembentukan 
Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan 
menuju desa yang mandiri. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan 
oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa yang bersumber dari bagian dana 
perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau 
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kota untuk menunjang segala sektor di masyarakat, serta untuk memudahkan 
pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan 
pemberdayaan masyarakat desa, khususnya dalam melakukan pemerataan 
dalam penataan keuangan serta untuk mendorong peningkatan swadaya 
gotong royong masyarakat. 
       Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang 
ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan 
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan dari Dana Desa 
antara lain : 
1. Meningkatkan pelayanan publik di Desa. 
2. Menuntaskan kemiskinan. 
3. Memajukan perekonomian Desa. 
4. Mengatasi kesenjangan pembangunan. 
5. Memperkuat masyarakat dana sebagai subjek pembangunan.7 
       Melihat tujuan dana desa yang begitu pentingnya bagi keberlansung 
kehidupan masyarakat, sangat memprihatinkan bahwa ternyata tujuan dari 
diturunkannya dana desa belum sampai kepada tahapan dan aturan yang benar. 
Berdasarkan hasil pemantauan Indonesia corruption watch (IWC) sejak tahun 
2015 hingga semester 1 2018, kasus korupsi dana desa mengalami 
pengingkatan dari tahun ke tahun. Tercatat sedikitnya sudah ada 181 kasus 
korupsi dana desa dengan 184 tersangka yang merugikan negara sebesar Rp 
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 Dari segi pelaku kepala desa menjadi aktor terbanyak untuk 
kasus korupsi dana desa. Tercatat pada tahun 2015, 15 kepala desa menjadi 
tersangka, di tahun 2016 jumlahnya meningkat menjadi 32 kepala desa, dan 
jumlah meningkat lebih dari dua kali lipat menjadi 65 orang pada tahun 2017, 
total pada saat ini sedikitnya ada 141 orang kepala desa tersangkut kasus 
korupsi dana desa. 
       Selain dari kurang maksimalnya pengalokasian dana desa tersebut yang 
harusnya sesuai dengan tujuan Alokasi Dana Desa (ADD). Hal ini disebabkan 
karena minimnya sumber daya yang ada dan kontrol dari pemerintah dan 
masyarakat yang kurang terhadap kinerja kepala desa dalam mengelola dana 
desa tersebut. Oleh karena itu perlu diketahui sejauh mana Akuntabilitas 
Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan sejauh mana peran dari Alokasi Dana 
Desa dalam program desa sehingga tujuan pemerintah mengalokasikan dana 
desa dapat terrealisasikan dengan baik khususnya dibidang keuangan 
(finansial). 
       Dengan diterapkannya akuntabilitas dana desa, pemerintah bisa 
mengetahui sudah sejauh mana program dana desa berjalan atau tidak dan 
masyarakat pun mengetahui tentang program apa saja yang sudah dikerjakan 
demi mewujudnya kesejahteraan masyarakat tersebut. Oleh Karena itu 
pemerintahan dan masyarakat desa harus berkerja sama untuk menjalankan 
program dana desa dan sekaligus menjadi saksi apakah program dana desa 
sudah bisa mensejahterakan masyarakat. 





       Desa Waringinsari Barat merupakan desa yang memperoleh alokasi dana 
desa, akan tetapi kesejahteraan masyarakat dibidang finansial belum secara 
merata terpenuhi.
9
 Mayoritas penduduk Waringinsari Barat berprofesi sebagai 
petani, pedagang dan buruh harian, Karena masyarakat dominan memiliki 
lahan yang luas dan tanah yang subur untuk bercocok tanam, maka sebagian 
besar masyarakat memilih bekerja sebagai petani. 
       Adapun besaran pendapatan masyarakat Waringinsari Barat Kabupaten 
Pringsewu menurut profesi sebagai berikut. 
Tabel 1 
Pendapatan Rata-Rata Perbulan Penduduk Tahun 2015 
NO Jenis Profesi Pendapatan Perbulan 
1 Petani Rp.1.000.000 – Rp.1.500.000 
2 Pedagang Rp.700.000 – Rp.1.600.000 
3 Buruh Rp.500.000 – Rp.1.000.000 
Sumber: Wawancara Kepala Desa Waringinsari Barat 2018 
Berdasarkan tabel di atas menunjukan pendapatan masyarakat desa 
Waringinsari Barat pada tahun 2015 sebelum adanya dana desa. 
Tabel 2 
Pendapatan Rata-Rata Perbulan Penduduk Tahun 2018 
NO Jenis Profesi Pendapatan Perbulan 
1 Petani Rp.1.000.000 – Rp.1.500.000 
2 Pedagang Rp.700.000 – Rp.1.600.000 
3 Buruh Rp.600.000 – Rp.1.000.000 
Sumber: Wawancara Kepala Desa Waringinsari Barat 2018 
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 Wawancara Dengan Masyarakat Waringinsari Barat 
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       Berdasarkan tabel di atas menunjukan pendapatan masyarakat 
Waringinsari Barat pada tahun 2018 dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa, 
pendapatan masyarakat tetap tidak mengalami perubahan secara signifikan 
sekalipun Alokasi Dana Desa sudah diterapkan dari tahun 2015 (tiga tahun 
berjalan). 
       Selain itu, beberapa paparan warga Waringinsari Barat yang menyebutkan 
bahwa adanya Dana Desa sama sekali tidak menambah pendapatan mereka 
dalam hal perekonomian.
10
 Maka harus adanya kerja sama antara aparatur 
pekon/desa dengan masyarakat, serta harus transparannya pengelolaan dana 
desa agar masyarakat mengetahui manfaat dan tujuan dari adanya dana desa 
tersebut sehingga terciptanya masyarakat yang sejahtera. 
       Setelah dipaparkan permasalahan di atas, dengan adanya akuntabilitas 
yang menunjukkan bahwa dana desa di Desa Waringinsari Barat 
kesejahteraan finansial belum berjalan dengan maksimal. Maka penulis 
tertarik untuk meneliti lebih jauh skripsi dengan judul “Akuntabilitas 
pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Finansial 









                                                             
10
 Wawancara dengan Bapak Roso Selaku Masyarakat di Desa Waringinsari Barat 
13 
 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai 
berikut: 
1. Bagaimana Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa 
Waringinsari Barat Kabupaten Pringsewu? 
2. Bagaimana Pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa Terhadap 
Peningkatan Kesejahteraan Finansial Masyarakat di Desa Waringinsari 
Barat Kabupaten Pringsewu ? 
3. Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap 
Kesejahteraan Finansial Masyarakat Menurut Perfektif Ekonomi Islam ? 
 
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk menganalisa Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di 
Desa Waringinsari Barat Kabupaten Pringsewu 
b. Untuk menganalisa pelaksanaan program Alokasi Dana Desa Terhadap 
Peningkatan Pendapatan Finansial Masyarakat di Desa Waringinsari 
Barat Kabupaten Pringsewu. 
c. Untuk menganalisa Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa 






2. Manfaat Penelitian 
Hasil manfaat ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk 
pengembangan ilmu pengetahuan dan lainya, lebih rincinya sebagai 
berikut : 
a. Manfaat akademis 
memberikan masukan kepada peneliti selanjutnya untuk memberikan 
kontribusi terhadap pengembangan model yang lebih kompleks dari 
penelitian sebelumnya. Selain itu penelitian yang berkaitan dengan 
Alokasi Dana Desa dapat menambah pengetahuan dan pemahaman 
tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa selanjutnya 
b. Manfaat praktisi 
1) Bagi Pemerintah Desa Waringinsari Barat 
Penelitian ini berguna sebagai bahan pertimbangan dan 
pengembangan dalam  menciptakan peranan pemerintah desa 
dalam mengalokasikan dana desa di Desa Waringinsari Barat. 
2) Bagi Masyarakat Desa Waringinsari Barat 
Penelitian ini dapat jadi acuan untuk masyarakat di Desa 
Waringinsari Barat agar masyarakat menjadi paham tentang apa 










F. Metode Penelitian 
1. Metode, Jenis dan Sifat Penelitian 
a. Metode Penelitian 
       Penulis menggunakan metode pendekatan penelitian secara 
kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang 
berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti 
pada kondisi objek yang alamiah.
11
 
b. Jenis Penelitian  
       Jenis penelitian lapangan (field research) yaitu suatu penelitian 
lapangan yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya. 
Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dilingkungan 
masyarakat tertentu, ataupun dilembaga-lembaga pemerintah.
12
 
c. Sifat Penelitian 
       Menurut sifatnya, penelitian ini menggunakan jenis penelitian 
deskriptif. Penelitian deskriptif berupaya untuk memperoleh deskripsi 
yang lengkap dan akurat dari suatu situasi.
13
 Penelitian deskriptif yang 
peneliti maksudkan adalah penelitian yang menggambarkan 
mekanisme dalam membahas dan meneliti bagaimana program Alokasi 
Dana Desa yang ada di Desa Waringinsari Barat Kabupaten Pringsewu 
tersebut. 
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2. Populasi dan Sampel Penelitian 
a. Populasi 
       Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau 
subjek yang mempunyai kualitas dan karateristik tertentu yang 
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 
kesimpulan.
14
 Populasi yang akan dijadikan objek dalam penelitian ini 
adalah seluruh masyarakat di Desa Waringinsari Barat Kabupaten 
Pringsewu, dengan jumlah 1547 KK. 
b. Sampel  
       Sampel adalah bagian dari populasi yang dijadikan subjek 
penelitian sebagai “wakil” dari para anggota populasi. Penarikan 
sampel ditentukan dari pertimbangan peneliti berkaitan dengan 
perlunya memperoleh informasi yang lengkap dan mencukupi sesuai 
dengan tujuan atau masalah diteliti.
15
 
       Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik sampling yaitu 
insidental sampling. Insidental sampling adalah teknik penentuan 
sample berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja secara kebetulan 
bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sample, bila 
dipandang orang yang ditemui itu cocok sebagai narasumber atau 
responden. Dalam hal ini peneliti menjadikan narasumber atau 
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responden adalah masyarakat Desa Waringinsari Barat sebanyak 
maksimal 20 orang. 
3. Data dan Sumber Data 
a. Data Primer  
       Data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan data langsung 
dari sumbernya. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari 
lapangan atau lokasi penelitian yaitu Desa Waringinsari Barat 
Kabupaten Pringsewu melalui wawancara dan dokumentasi dengan 
pimpinan dan aparatur pekon. 
b. Data Sekunder  
       Data yang didapat dari catatan, buku, dan majalah berupa laporan 
keuangan, publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-
buku sebagai teori, majalah, dan lain sebaginya.
16
 
4. Teknik Pengumpulan data 
a. Observasi 
       Observasi atau pengamatan adalah cara pengambilan data dengan 
menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk 
keperluan tersebut.
17
 Teknik observasi dengan cara peneliti melibatkan 
diri pada kegiatan yang dilakukan oleh subjek. Dalam penelitian ini 
penulis melakukan observasi secara langsung tentang Akuntabilitas 
Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Finansial 
Masyarakat. 
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b. Wawancara (Interview) 
       Wawancara merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan 
data yang banyak digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif dan 
kuantitatif. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan cara 
wawancara langsung baik secara struktur maupun bebas dengan kepala 
desa, sekretaris desa, bendahara desa dan masyarakat di Desa 
Waringinsari Barat Kabupaten Pringsewu tentang Akuntabilitas 
Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Finansial 
Masyarakat. 
c. Dokumentasi  
       Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif 
sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk 
dokumentasi.
18
 Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari 
penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian 
kualitatif. Pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik 
dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang didukung dari data 
sekunder yang berkaitan dengan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi 
Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Finansial Masyarakat. 
5. Teknik Pengolahan data 
       Setelah data dikumpulkan melalui tahap diatas, peneliti dalam 
mengelola datanya menggunakan beberapa metode sebagai berikut:
19
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a. Reduksi data 
Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, sehingga 
perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan 
sebelumnya, semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data 
yang di perolehakan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu 
perlu segera di lakukanan analisis data melalui reduksi data. 
b. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasa dilakukan dalam 
bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. 
Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian 
kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. 
c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi 
Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan 
kesimpulan dan verifkasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih 
bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti 
yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. 
Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal 
didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti 
kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 
dikemukakan merupakan kesimpulan kridebel. 
d. Kesimpulan akhir diperoleh berdasarkan kesimpulan sementara yang 
telah diverifikasi. Kesimpulan final ini diharapkan dapat diperoleh 




6. Analisis Data 
       Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sitematis 
data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 
dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 
menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam 
pola, memilih nama yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 
kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.
20
 
       Setelah keseluruhan data terkumpul, maka langkah selanjutnya 
penulis menganalisis data tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan. 
Penulis menggunakan metode berfikir deduktif yakni mengangkat dari 
fakta-fakta yang umum, peristiwa-peristiwa yang kongkret, kemudian 
fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa yang umum konkrit ditarik 
generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat khusus. 
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A. Akuntabilitas  
1. Pengertian Akuntabilitas 
       Akuntabilitas berasal dari bahasa latin accomptare yang berarti 
mempertanggungjawabkan dan memilikibentuk kata dasar compure 
yang artinya menghitung. Sedangkan akuntabilitas dalam istilah bahasa 
inggris yaitu accountability yang artinya pertanggung  jawaban. 
       Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memenuhi 
pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan 
tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang 
memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban 
berupa hasil laporan dengan prinsip bahwa setiap kegiatan pengelolaan 
keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat 
desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan merupakan hal 
yang penting untuk menjamin nilai-nilai efisiensi, efektivitas dan 
reabilitas dalam pelaporan keuangan desa yang berisi kegiatan mulai 
dari perencanaan, hingga realisasi atau pelaksanaan.
1
 
       Akuntabilitas merupakan dasar semua proses pemerintahan dan 
efektivitas proses ini tergantung pada bagaimana mereka ynag berkuasa 
menjelaskan cara mereka melaksanakan tanggung jawab, baik secara 
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konstitusional maupun hukum. Akuntabilitas juga menjadi syarat dasar 
agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan supaya kekuasaan 
digunakan sebagaimana mestinya. Selain itu akuntabilitas sebagai cara 
memastikan bahwa kekuasaan diarahkan untuk mencapai tujuan yang 
adil, jujur dan dipercayai oleh semua orang. 
Menurut kohler, akuntabilitas didefinisikan sebagai : 
a. Kewajiban seseorang (employee), agen, atau orang lain untuk 
memberikan laporan yang memuaskan (satisfactory report) secara 
prodik atas tindakan atau atas kegagalan untuk bertindak dari 
otorisasi atau wewenang yang dimiliki. 
b. Pengukuran tanggung jawab (responsibility) atau kewajiban kepada 
seseorang yang diekspresikan dalam nilai uang, unit kekayaan, atau 
dasar lain yang telah ditentukan terlebih dahulu. 
c. Kewajiban membuktikan menejemen yang baik, pengendalian 
(control) yang baik atau kinerja yang baik yang diharuskan oleh 
hukum yang berlaku, ketentuan-ketentuan (regulation) persetujuan 
(agreement), atau keabsahan (custom)  
2. Jenis-Jenis Akuntabilitas 
       Akuntabilitas sangat penting dalam mengemukakan pendapat, 
karena sifat transparan dan demokratis sehingga menjadi tolak ukur 
dalam menentukan sesuatu. Makna pentingnya akuntabilitas sebagai 




a. Akuntabilitas fiskal yaitu tanggung jawab atas dana publik 
b. Akuntabilitas legal yaitu tanggung jawab untuk mematuhi hukum 
c. Akuntabilitas program yaitu tanggung jawab untuk menjalankan 
suatu program 
d. Akuntabilitas proses yaitu tanggung jawab untuk melaksanakan 
prosedur, 
e. Akuntabilitas outcome yaitu tanggung jawab atas hasil 
3. Dimensi Akuntabilitas 




a. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (Accuntability for probity and 
legality)  
Akuntabilitas hukum yaitu kepatuhan kepada hukum dan peraturan 
lain yang menjadi syarat didalam organisasi. Akuntabilitas kejujuran 
yaitu penghidaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolus. 
Akuntabilitas hukum menjamin penegakan supremasi hukum, 
sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin adanya praktik 
organisasi yang sehat. 
b. Akuntabilitas Program 
Program organisasi sebaiknya adalah program yang bermutu dan 
mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi an tujuan 
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organisasi. Lembaga publik wajib mempertanggungjawabkan 
program yang sudah dibuat sampai dengan pelaksanaan program. 
c. Akuntabilitas Manajerial 
Akuntabilitas manajerial atau akuntabilitas kinerja adalah 
pertanggungjawaban untuk melaksanakan pengelolaan organisasi 
secara efektif dan efisien. 
d. Akuntabilitas Kebijakan 
Organisasi publik harus dapat mempertanggungjawabkan kebijakan 
yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak yang akan 
dihadapi kedepannya. 
e. Akuntabilitas Finansial 
Akuntabilitas finansial yaitu pertanggungjawaban lembaga publik 
dalam pemakaian dana publik (public money) secara ekonomis, 
efektif dan efisien, tidak ada kebocoran dana dan pemborosan dan 
juga korupsi. 
4. Prinsip Akuntabilitas 
Dalam pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah, 
dapat diperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas. Ada tiga prinsip utama 
yang mendasari pengelolaan keuangan daerah 
a. Prinsip transparansi atau keterbukaan 
Transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki 
hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena 
25 
 
menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama 
pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat banyak. 
b. Akuntabilitas (Pertanggungjawaban) 
Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang 
berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, 
penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan 
dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat.  
c. Prinsip value for money 
Diterapkannya pada prinsip ini artinya ada tiga pokok yang penting 
dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisiensi dan efektif. 
1) Ekonomi. Maksudnya apa yang berkaitan dengan pemilihan dan 
penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu 
pada harga yang murah 
2) Efisiensi. Maksudnya bahwa setiap penggunaan dana masyarakat 
tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal 
(berdayaguna) 
3) Efektif. Maksudnya bahwa penggunaan anggaran tersebut harus 
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B. Desa  
1. Pengertian Desa   
       Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sangsekerta, deca 
yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif 
geografis desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
kewewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal 
usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan 
berada di Daerah Kabupaten. 
       Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, desa adalah suatu kesatuan 
wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem 
pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa 
merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.
4
 
Menurut R. Bintarto, berdasarkan tinjauan geografisnya yang 
dikemukakannya, desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, 
sosial, politik, dan cultural yang terdapat disuatu aerah serta memiliki 
hubungan timbal balik dengan daerah lain. 
       Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1. Desa 
adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
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prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui 




Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam peraturan 
pemerintah nomor 6 tahun 2014 tantang desa yakni: 
a. Menyelenggarakan urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan 
asal-usul desa. 
b. Menyelenggakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan 
kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni 
urusan pemerintah urusan pemerintah yang secara langsung dapat 
meningkatkan pelayanan masyarakat. 
c. Tugas pembantu dari pemerintah, pemerintah provinsi dan 
pemerintah kabupaten/kota 
d. Urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-
undangan diserahkan kepada desa.
6
 
Selain dari memiliki wewenang desa juga memiliki hak dan kewajiban 
yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa 
yakni. Desa berhak: 
a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak 
asal-usul, adat-istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa. 
b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa 
c. Mendapatkan sumber pendapatan  
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a. Melindungi dan menjaga persatuan, keutuhan dan kerukunan 
masyarakat desa dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 
b. Meningkatkan kualitas keutuhan masyarakat desa 
c. Mengembangkan kehidupan demokrasi 
d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa, dan 
e. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa. 
2. Pemerintahan desa 
       Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
Pasal 25 bahwa pemerintah desa atau kepala desa atau yang disebut 
dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang 
disebut dengan nama lain.
7
 Dalam ilmu manajemen pembantu pimpinan 
disebut staf. Staf professional diartikan sebagai pegawai yaitu pimpinan 
yang memiliki keahlian dalam bidangnya, bertanggungjawab dan 
professinal dalam menjalankan tugasnya.  
       Pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan 
bahwa kepala desa bertugas dalam menjalankan pemerintahan desa, 
melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan 
pemberdayaan masyarakat desa.
8
 Dengan demikian disimpulkan bahwa 
perangkat desa adalah pembantu/membantu kepala desa dalam 
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menjalankan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan hal-
hal lainnya yang bertujuan untuk kesejahteraan desa. 
Berikut ini adalah wewenang dari kepala desa yang sesuai dengan 
tugas dan fungsinya sebagai kepala desa. 
a. Memimpin menyelenggarakan pemerintahan desa 
b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa 
c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa 
d. Menetapkan peraturan desa 
e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa 
f. Membina kehidupan masyarakat desa 
g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa 
h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasi 
agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya 
kemakmuran masyarakat desa 
i. Mengembangkan sumber pendapatan desa 
j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekeyaan negara 
guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa 
k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa 
l. Memanfaatkan teknologi tepat guna 
m. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif 
n. Mewakili desa didalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa 








       Selain dari wewenang yang harus dijalankan oleh kepala desa dalam 
negatur pemerintahan desa, adapun kewajiban yang harus di laksanakan 
untuk menjadi kepala desa yaitu
10
: 
a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta 
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika. 
b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa 
c. Mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan 
d. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender 
e. Melaksanakan prinsip tata pemerintah desa yang akuntabel, 
transparan, profesioanal, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari 
kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) 
f. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku 
kepentingan desa 
g. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik 
h. Mengelola keuangan dan aset desa 
i. Melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa 
j. Menyelesaikan perselisiahan masyarakat didesa 
k. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa 
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l. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa 
m. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa 
n. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarian 
lingkungan hidup 
o. Memberikan informasi kepada masyarakat desa. 
       Sesuai dengan undang-undang bahwasanya kepala desa dibantu 
oleh perangkat desa. Perangkat desa menurut undang-undang nomor 6 
tahun 2014 tentang desa tercantum pada pasal 48.  
Perangkat desa terdiri atas:
11
 
a. Sekertaris desa, 
b. Pelaksanaan kewilayahan, dan 
c. Pelaksanaan teknis. 
       Perangkat desa adalah warga desa yang diangkat oleh kepala desa 
yang memenuhi syarat yang sekiranya ideal lalu dikonsultasikan kepada 
camat atas nama bupati/walikota untuk sah dijadikan aparatur desa. 
Kemudian yang sudah sah dijadikan aparatur desa artinya sudah siap 
menjalankan tugas desa dan berkerja sama dengan kepala desa, maka 
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C. Alokasi Dana Desa 
1. Pengertian Alokasi Dana Desa 
       Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 
2015 Tentang Desa, Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari dana 
perimbangan keuangan pusat dan daerah yang di terima oleh 
kabupaten/kota untuk paling sedikit 10%  (sepuluh peratus), yang 
pembagiannya untuk desa secara proporsional.
12
 
       Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 
tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebut bahwa Alokasi 
Dana Desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari 
bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh 
kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (Sepuluh persen).
13
 
       Alokasi Dana Desa (ADD) menurut Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 Tentang Desa merupakan bagian dari dana perimbangan 
yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% dalam Anggaran 




       Alokasi Dana Desa (ADD) adalah anggaran adalah anggaran 
keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa yang mana sumbernya 
berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dari dana perimbangan 
keuangan-keuangan pusat dan daerah yang di terima oleh Kabupaten. 
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Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 
tentang pedoman keuangan pengelolaan desa di dalam pasal 18 
menyatakan bahwa, Alokasi Dana Desa berasal dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota yang bersumber dari 
dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang di terima oleh 




       Pengelolaan Dana Desa harus memenuhi beberapa prinsip 
pengelolaan seperti berikut : 
a. Setiap kegiatan yang pendapatannya diambil dari Alokasi Dana 
Desa harus melalui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi secara 
terbuka dengan prinsip : dari, oleh dan untuk masyarakat. 
b. Seluruh kegiata dan penggunaan Alokasi Dana Desa harus dapat 
dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, dan hukum. 
c. Alokasi Dana Desa harus digunakan dengan prinsip sehat, terarah 
dan terkendali. 
d. Jenis kegiatan yang akan didanai melalui Alokasi Dana Desa 
diharapkan mampu untuk meningkatkan sarana pelayanan 
masyarakat, berupa pemenuhan kebutuhan dasar, pengaruh 
kelembagaan desa, dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan 
masyarakat desa dengan mengambil keputusan melalui jalan 
musyawarah. 
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e. Alokasi Dana Desa harus di catat dalam Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa  melalui proses penganggaran sesuai dengan 
mekanisme yang berlaku.
16
   
2. Dasar Hukum Alokasi Dana Desa 
       Indonesia adalah negara hukum, seperti yang tercantum pada Pasal 
1 ayat 3 yang berbunyi Negara Indonesia adalah Negara hukum. Segala 
sesuatu yang berhubungan dengan negara sudah diatur oleh Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hal ini menunjukan bahwa 
segala sesuatu yang berkaitan dengan negara sudah mempunyai atauran 
atau landasan hukum yang jelas, ini bertujuan agar tidak terjadi 
penyelewengan dan tetap berjalan sesuai prosedur yang berlaku. 
       Alokasi Dana Desa sudah ditetapkan pemerintah dalam aturan-
aturan yang mengenai pelaksanaan Alokasi Dana Desa yang terdapat 
dalam peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa 
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, bentuk wilayah  pemerintahan tersebut adalah 
kecamatan, kelurahan dan desa yang terletak di wilayah 
pemerintahannya Kabupaten atau kota-kota.  
       Desa adalah nama lain yang dimana ada kesatuan masyarakat 
hukum atau yang  memiliki batas wilayah yang berwenang untuk 
mengatur dan  mengurus  pemerintahan, kepentingan masyarakat 
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setempat berdasarkan  prakarsa  masyarakat  atau  hal  tradisional  yang 
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 
       Dalam Undang-undang Desa terdapat berbagai sumber pendapatan 
desa. Khususnya menyangkut Alokasi Dana Desa sebagaimana 
ketentuan Pasal 72 ayat (1)  huruf (d) bahwa alokasi dana Desa yang 
merupakan bagian dari dana perimbangan UUD Negara RI Tahun 1945 
Pasal 18 ayat (1) bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi 
atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas 
kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu 




       Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang 
keuangan desa, dengan diberikannya kewenangan kepada desa untuk 
melaksanakan tugas pemerintahan secara mandiri melalui konsep 
pemberian otonomi desa, maka harus di pahami juga bahwa desa juga 
sepatutnya mempunyai hak untuk mendapatkan pembiayaan guna 
melaksanakan kewenangan tersebut termasuk juga untuk menunjang 
pelaksanaan pembangunan di tingkat desa.
18
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Berkaitan dengan pembahasan diatas yang membahas tentang dasar-
dasar hukum yang mengatur tentang Alokasi Dana Desa. Berikut ini 
dasar-dasar hukum yang berkaitan tentang pelaksanaannya sebagai 
berikut : 
a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah 
Daerah  
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 
Tentang Desa  
c. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa 
d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah 
Daerah; 
e. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, BAB VIII 
Keuangan Desa dan Aset Desa, Bagian Kesatu (Keuangan Desa, 
Pasal 71-75) dan Bagian Kedua (Aset Desa, Pasal 76-77)  
f. Peraturan pemerintah no 60 tahun 2014 tentang dana desa yang 
bersumber dari APBN.  
g. Peraturan pemerintah republik indonesia Nomor 22 tahun 2015 
tentang perubahan atas peraturan permerintah nomer 60 tahun 2014 
h. Peraturan pemerintah no 8 tahun 2016 tentang perubahan kedua 




3. Maksud, Tujuan, Dan Sasaran Dana Desa 
       Dana Desa berperan penting membantu desa dalam memajukan, 
meningkatkan kualitas desa serta memberdayakan masyarakat dalam 
mengembangkan potensi yang dimiliki agar kehidupan masyarakat desa 
menjadi lebih maju dan sejahtera. 
       Selain itu masyarakat desa memiliki hak untuk ikut berpartisipasi 
dalam penyelenggaraan pemerintah desa diantaranya dalam Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 68 ayat (1) 
Disebutkan bahwa : 
a. Meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta 
mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan 
membangun desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan 
pemberdayakan masyarakat desa. 
b. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil. 
c. Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara 
bertanggungjawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintah 
desa, pelaksanaan pembangunan des, pembinaan kemasyrakatan 
desa, dan pemberdayaan masyrakat desa. 
d. Memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi : 
1) Kepala desa 
2) Perangkat desa 
3) Anggota badan permusyawaratan desa 
4) Anggota lembaga kemasyrakatan desa. 
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5) Mendapatkan perlindungan dan pengayoman dari gangguan 
ketentraman dan ketertiban di desa.
19
 
       Selain itu masyarakat desa memiliki beberapa kewajiban untuk ikut 
berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa diantaranya 
dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 68 
ayat (2) disebutkan bahwa : 
a. Membangun dan memelihara lingkungan desa 
b. Mendorong terciptanya kegiatan penyelengraan pemerintah desa, 
pelaksanaan pembangunan desa, kemasyarakatan desa, dan 
pemberdayaan masyarakat desa yang baik 
c. Mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tentram di 
desa; 
d. Memelihara dan mengembangan kan nilai permusyawaratan, 
permufakatan, kekeluargaan dan kegotongroyongan didesa 
e. Berpartisipasi dalam kegiatan di desa.
20
 
       Dilihat dari tujuan dalam undang-undang desa, artinya desa 
memiliki tanggung jawab lebih dalam mewujudkan tujuan tersebut, 
akan tetapi dalam melaksanakannya masyarakat dan desa membutuhkan 
dana dalam merealisasikannya, salah satunya adalah Alokasi Dana 
Desa. Adapun tujuan, maksud, dan sasaran dari Alokasi Dana Desa di 
Desa Waringin Sari Barat Kabupaten Pringsewu adalah sebagai berikut. 
 
                                                             
19
 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 68 Ayat (1) 
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 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 68 Ayat (1),(2) 
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a. Maksud  
       Alokasi Dana Desa adalah bantuan dari Anggaran Pendapatan 
Belanja Negara (APBN) yang kemudian di salurkan melalui 
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Untuk setiap 
Kabupaten-kabupaten, kemudian disalurkan ke desa-desa disetiap 
kabupaten tersebut. Maka peneliti melakukan penelitian di 
Kabupaten Pringsewu tepatnya di Desa Waringin Sari Barat yang 
mana ditempat tersebut sudah mendapatkan Alokasi Dana Desa 
yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan desa dan untuk 
memberdayakan masyarakat. 
b. Tujuan  
Adapun tujuan dari Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut: 
1) Meningkatkan penyelenggran pemerintah desa dalam 
melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan 
kemasyrakatan sesuai kewenangan. 
2) Meningkatkan kemampuan lembaga permasyarakatan di desa 
dalam perencanaan pelaksanaan dan pengadilan serta 
pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa. 
3) Meningktkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan 
kesempatan berusaha bagi masyarakat desa. 
4) Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyrakat. 
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5) Membantu meringankan beban masyrakat, terutama 
masyarakat yang berekonomi lemah/miskin.
21
 
c. Sasaran  
Sasaran utama Alokasi Dana Desa adalah: 
1) Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintah Desa 
2) Meningkatkan pelaksanaan pembangunan desa 
3) Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat 
4) Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat22. 
       Dengan berlakunya Alokasi Dana Desa di Desa Waringin Sari 
Barat Kabupaten Pringsewu semoga memberikan dampak baik dalam 
kemajuan desa baik infrastruktur desa maupun dalam hal kualitas 
masyarakat desanya sendiri. Tetapi desa juga masih membutuhkan 
tenaga-tenaga ahli yang memahami tentang menjalankan Alokasi 
Dana Desa dan desa juga harus mempunyai pengawasan yang khusus 
agar maksud, tujuan dan sasaran dari adanya Alokasi Dana Desa dapat 
terwujud dengan maksimal. 
4. Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa 
Pengelolaan keuangan alokasi dana desa merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes. Oleh 
karena itu dalam pengelolaan keuangan alokasi dana desa harus  
memenuhi prinsip pengelolaan sebagai berikut: 
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 Pedoman Umum Dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Add) (Selat 
Panjang:Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa, 2014)  
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 Pedoman Umun Dan Petunujuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Add) (Selat 
Panjang: Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa,2014).  
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a. Seluruh kegiatan yang didanai oleh alokasi dana desa direncanakan, 
dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh 
dan untuk masyarakat. 
b. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara 
administrative, teknis dan hukum. 
c. Alokasi dana desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, 
terarah dan terkendali. 
d. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui alokasi dana desa sangat 
terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa  
pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan 
kegiatan lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat desa yang 
diputuskan melalui musyawarah desa. 
e. Alokasi dana desa harus dicatat dalam anggaran pendapatan dan 




Berdasarkan prinsip tersebut artinya kegiatan yang dibiayai dari 
dana desa harus di rencanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara 
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 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 Tahun 2015, Tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Tentang Desa, Pasal 96 Ayat (1). h. 34 
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5. Mekanisme Ketentuan Penyaluran Dana Desa 
       Alokasi dasar merupakan alokasi minimal dana desa yang akan 
diterima setiap desa yang besarnya dihitung dari anggaran dana desa 
dibagi dengan jumlah desa secara nasional. Ketentuan mengenai hasil 
alokasi yang dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka 
kemiskinan, luas wilayah dan angka kesulitan geografis setiap desa yaitu 
bersumber dari kementerian yang berwenang atau lembaga yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik. 
       Mekanisme penyaluran dana desa terbagi menjadi beberapa tahap 
yakni tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara 
(RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme 
















KPPN Jakarta II 




DD ke kab/kota 
(Dari RKUN ke 
RKUD) 
Pemerintah Kab/Kota 
Melaksanakan transfer DD kedesa 
(Dari RKUD Ke RKUDES) 
REKENING KAS DESA 
PEMERINTAHAN PUSAT 
(MEKANISME TRANSFER DESA) 
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       Penyaluran dana desa disalurkan dengan cara pemindah bukuan dari 
RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindah bukuan dari 
RKUD ke RKD, dengan ketentuan sebagai berikut.
24
 
a. Tahap I paling cepat pada bulan dan paling lambat minggu ketiga 
bulan juni sebesar 20% (dua puluh persen) 
b. Tahap II paling cepat pada bulan maret dan paling lambat minggu 
keempat bulan juni sebesar 40% (empat puluh persen) 
c. Tahap III paling cepat bulan juli sebesar 40% (empat puluh persen) 
      Penyaluran dari RKUN ke RKUD dilakukan setelah kepala kantor 
pelayanan pembendaharaan negara selaku kuasa pengguna anggaran 
penyaluran DAK fisik dan dana desa menerima dokumen persyaratan 
penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
25
 
a. Tahap I berupa: 
1) Surat pemberitahuan bahwa pemerintah daerah yang bersangkutan 
telah menyampaikan peraturan daerah mengenai APBD tahun 
anggaran berjalan. 
2) Peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan 
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 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/Pmk.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer 
Ke Daerah Dan Dana Desa, Pasal 99 Ayat (2) 
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 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/Pmk.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer 
Ke Daerah Dan Dana Desa, Pasal 100 Ayat (1) 
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b. Tahap II berupa: 
1) Laporan relisasi penyaluran dana desa tahun anggaran sebelumnya 
2) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output dana 
desa tahun anggaran sebelumnya. 
c. Tahap III berupa: 
1) Laporan realisasi penyaluran dana desa sampai dengan tahap II. 
2) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output dana 
desa sampai dengan tahap II. 
       Penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan setelah 




a. Tahap I berupa peraturan desa mengenai APBDes dari kepala desa. 
b. Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana 
desa tahun anggaran sebelumnya dari kepala desa. 
c. Tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output 
dana desa sampai dengan tahap II dari kepala desa. 
Mekanisme pencairan dan penyalurn dana desa yaitu
27
: 
a. Pencairan alokasi dana desa dilakukan secara bertahap dengan 
persentase yang telah ditetapkan. 
b. Pencairan pertama diajukan oleh kepala desa kepada bupati melalui 
camat disertai kelengkapan administrasi yang ditentukan 
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 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/Pmk.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer 





c. Pencairan tahap kedua, dapat dilakukan apabila penggunaan pada 
pencairan pertama adalah dipertanggungjawabkan baik secara 
administrative, secara teknis dan dasar hukum. 
d. Pencairan baik tahapan pertama maupun tahapan kedua dilakukan 
dengan pemindahan bukuan dana rekening kas daerah ke rekening 
kas desa. 
e. Penyaluran alokasi dana desa dari kas kepada pelaku aktivitas 
(pimpinan pelaksana kegiatan) dilakukan dengan mekanisme sebagai 
berikut: 
1) Bendahara desa mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) 
ke kepala desa melalui sekertaris desa yang dilampiri dengan 
rencana kebutuhan desa (RKD) dan bukti-bukti pengeluaran dana 
selanjutnya. 
2) Sekertaris desa melakukan verifikasi (penelitian) berkas 
kelengkapan SPP dan apabila telah dinyatakan lengkap, sekertaris 
desa menerbitkan surat perintah membayar (SPM) yang ditanda 
tangani oleh kepala desa. 
3) Bendahara desa telah menerima SPM dan surat rekomendasi 







D. Kesejahteraan Finansial 
1. Kesejahteraan Finansial 
       Kesejahteraan finansial (ekonomi) adalah salah satu indikator 
kesejahteraan masyarakat yang menggambarkan suatu keadaan atau 
kondisi hidup seseorang dilihat dari terpenuhnya sandang, pangan, dan 
papan. Kesejahteraan finansial erat kaitannya dengan indikator 
kesejahteraan yang lain contohnya kesehatan dan pendidikan, tidak akan 
terpenuhnya kebutuhan tersebut jika kebutuhan finansial tidak mencukupi. 
Kesejahteraan finansial biasanya mencakup 4 hal adalah sebagai 
berikut: 
a. Memiliki kendali atas keuangan dalam hal mampu membayar tagihan 
tepat waktu, tidak memiliki hutang yang tidak dapat dilunasi dan 
mampu memenuhi kebutuhan. 
b. Memiliki kapasitas untuk menghadapi pengeluaran dan keadaan 
darurat yang tak terduga. Contohnya dengan memiliki tabungan 
asuransi kesehatan, credit score yang baik dan dapat bergantung pada 
teman atau keluarga untuk bantuan finansial. 
c. Berada dalam jalur untuk mencapai tujuan finansial seperti melunasi 




d. Mampu membuat pilihan yang memungkinkan orang menikmati 
hidup seperti berlibur, menikmati makanan enak atau bekerja lebih 
sedikit untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarga.
28
 
       Dengan terpenuhnya 4 unsur kesejahteraan finansial diatas maka 
kebutuhan akan mudah terpenuhi baik kebutuhan lahir maupun kebutuhan 
batin yang lainnya, barulah masyarakat bisa dikatakan sejahtera. 
2. Indikator Kesejahteraan Finansial 
       Ada beberapa langkah dalam pengelolaan ADD agar mencapai 




       Ketepatan perencanaan menjadi penting karena apabila tidak 
adanya perencanaan yang tepat mengenai seluruh rangkaian 
kegiatan pembangunan yang dilaksanakan maka orang atau 
kelompok orang tertentu akan melaksanakan kegiatan 
pembangunan tidak sesuai dengan harapan dan keinginannya. 
b. Pelaksanaan  
       Pelaksanaan atau pengorganisasian juga dapat diartikan 
sebagai proses membagi kerja ke dalam tugas-tugas yang lebih 
kecil, membebankan tugas-tugas itu kepada orang yang sesuai 
dengan kemampuannya dan mengalokasikan sumber daya serta 
mengkoordinasikannya dalam rangka efektivitas pencapaian 
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 Kesejahteraan Finansial Menurut Bank Universal Bpr (On-Line), Tersedia Di 
Https://M.Facebook.Com/Universalbpr, (11 November 2019) 
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 Rosinawati, et al. 2015. Analisis Program Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan 
Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Way Kanan dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi pada 
Kecamatan Negeri Besar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan, Tahun 2015. 
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tujuan. Jadi setelah melaksanakan perencanaan maka langkah 
selanjutnya adalah pengorganisasian, dalam hal ini harus jelas 
siapa yang menjalankan dan yang dijalankan, agar semuanya 
berjalan dengan lancar. 
c. Pengawasan 
         Pengawasan adalah kegiatan membandingkan atau mengukur 
yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria norma-norma 
standar atau rencana-rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya. 
Pengawasan meliputi kegiatan pemantauandan evaluasi, dapat 
dilakukan perbaikan selama kegiatan berlangsung atau untuk 
memperbaiki program kegiatan berikutnya sehingga tujuan yang 
telah direncanakan tercapai dengan baik. 
d. Pertanggungjawaban  
       Pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur berbagai 
hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban menurut 
informasi yang dibutuhkan oleh para pimpinan untuk 
mengoperasikan pusat-pusat pertanggungjawaban mereka. Dari 
konsep di atas maka dapat disimpulkan bahwa 
pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur perencanaan 
dengan anggaran dan kegiatan dalam berbagai hasil yang dicapai 
oleh setiap pusat pertanggungjawaban yang harus 




       Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 dijelaskan indikator 
keluarga dikatakan sejahtera ada lima pengelompokan jenis, yakni:
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a. Keluarga Pra Sejahtera 
Yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar secara 
minimal, seperti kebutuhan akan sandang, pangan, papan, kesehatan 
dan pendidikan dasar bagi anak usia sekolah. Yaitu kaeluarga yang 
tidak dapat memenuhi syarat-syarat sebagai keluarga sejahtera I 
b. Keluarga Sejahtera I 
Yaitu keluarga yang baru dapat memnuhi kebutuhan dasarnya secara 
minimal, tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan sosial 
psikologisnya, seperti kebutuhan akan agama/ibadah, kualitas 
makan, pakaian, papan, penghasilan ekonomi (finansial), pendidikan, 
kesehatan. 
c. Keluarga Sejahtera II 
Yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar 
dan kebutuhan sosial psikologisnya. Akan tetapi belum memenuhi 
keseluruhan kebutuhan perkembangannya, seperti kebutuhan untuk 
peningkatan pengetahuan agama, intraksi dengan anggota keluarga 
dan lingkungannya, serta akses kebutuhan memperoleh informasi. 
d. Keluarga Sejahtera III 
Yaitu keluarga yang telah bisa memenuhi kebutuhan dasar, 
kebutuhan sosial dan kebuuhan pengembangannya, namun belum 
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 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992,  Tentang Kesejahteraan 
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dapat memenuhi kebuuhan aktualisasi diri, seperti sumbangan 
(kontribusi) secara teratur kepada masyaakat. 
e. Keluarga Sejahtera III Plus 
Yaitu keluarga yang sudah dapat memenuhi seluruh kebutuhannya, 
yaitu kebutuhan dasar, sosial psikologis, pembangunan, serta 
aktualisasi diri. 
       Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan dari suatu masyarakat tergantung 
pada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan desa, yaitu: 
a. Agama 
b. Hidup atau jiwa 
c. Keluarga atau keturunan 
d. Harta atau kekayaan 
e. Intelektual atau akal 
Ia mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosialnya 
dalam kerangka individu dan sosial yang meliputi kebutuhan pokok, 










E. Pandangan Ekonomi Islam 
1. Akuntabilitas (Pertanggungjawaban) Menurut Ekonomi Islam 
       Akuntabilitas/pertanggungjawaban adalah sebuah kewajiban 
melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan atau pun kegagalan 
dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Berikut ini 
ayat yang menjelaskan tentang hubungan manusia dengan manusia 
lainnya dalam berlaku adil dalam kebijakan serta menjauhi kemungkaran. 
Yaitu dalam QS. An-nahl(16) ayat 90: 
                        
                     
 
Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan 
berbuat kebajikan, memberi pada kaum kerabat, dan allah 
melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. 
Dia memberikan pengajaran kepadamu agar kamu dapat 
mengambil pelajaran. 
 
       Dalam agama Islam sangat ditekankan bahwa manusia adalah 
makhluk sosial yang tidak bisa lepas dengan yang lainnya, harus selalu 
beritikat baik,sopan santun dan bertanggung jawab. Terlebih lagi jika di 
dalam masyarakat mempunyai jabatan atau kedudukan yang tinggi, harus 
bisa berbuat adil dalam keputusan maupun tindakan yang diambil. 
2. Kesejahteraan Masyarakat Menurut Ekonomi Islam 
       Salah satu tujuan pokok islam adalah mempertahankan komitmen 
islam yang demikian mendalam terhadap persaudaraan dan keadilan demi 
terciptanya kesejahteraan bagi semua umat manusia. Kesejahteraan ini 
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meliputi kepuasan fisik sebab kedamaian mental dan kebahagiaan hanya 
dapat dicapai melalui realisasi yang seimbang antara kebutuhan materi 
dan rohani dari personalitas manusia.
31
 
       Berikut ini ayat yang menerangkan hubungan manusia dan sosial 
kaum mukmin di dunia yang berlandaskan pada keadilan, kebaikan 
terhadap sesama manusia dan menjauhi dari segala bentuk kezaliman. 
Yaitu pada QS, TA HA (20) ayat 117-119: 
                       
                       
        
Artinya : 117. Maka Kami berkata: “Hai Adam, sesungguhnya ini (iblis) 
adalah musuh bagimu dan bagi isterimu, makan sekali-kali 
janganlah sampai ia mengeluarkanmu berdua dari surga, yang 
menyebabkanmu menjadi celaka. 118. Sesungguhnya kamu 
tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang. 
119. Dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan 
tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya”.  
QS, TA HA ayat 117-119. 
 
       Ayat tersebut menjelaskan bahwa sandang, pangan dan papan yang 
diistilahkan dengan tidak lapar, dahaga, telanjang dan kepanasan 
semuanya telah terpenuhi disana. Terpenuhi kebutuhan ini merupakan 
unsur pertama dari terwujudnya kesejahteraan masyarakat, maka itulah 
hal mendasar yang harus diutamakan manusia dalam mencapai tujuan 
kesejahteraan tersebut. 
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       Berikut ini ayat yang mengajarkan bagaimana cara berusaha dalam 
menggapai atau mewujudkan kesejahteraan tersebut. Yaitu pada QS, Al-
Baqarah ayat 38: 
                           
            
 
Artinya : Kemudian jika datang petunjuk-Ku kepadamu (hai Adam, 
setelah engkau berada di dunia, maka ikutilah). Maka barang 
siapa yang mengikuti petunjuk-Ku, niscaya tiada ketakutan 
menimpa mereka dan tiada pula kesedihan.  
QS, Al-Baqarah ayat 38. 
       Itulah rumus kesejahteraan yang dikemukakan oleh Al-Quran. 
Rumusan ini dapat mencakup berbagai aspek kesejahteraan sosial yang 
pada kenyataannya dapat menyempit atau meluas sesuai dengan kondisi 
pribadi, masyarakat, serta perkembangan zaman. Untuk masa kini, kita 
dapat berkata bahwa yang sejahtera adalah yang terhindar dari rasa takut 
terhadap penindasan, kelaparan, dahaga, penyakit, kebodohan, masa 
depan diri, sanak keluarga, bahkan lingkungan.
32
 Sayyid Quthb 
mengatakan bahwa: Sistem kesejahteraan sosial yang diajarkan Islam 
bukan sekadar bantuan keuangan apa pun bentuknya. Bantuan keuangan 
hanya merupakan satu dari sekian bentuk bantuan yang dianjurkan Islam. 
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Dengan menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian, 
maka akan terwujud suatu keadilan. 
b. Pertanggungjawaban  
Sebagai seorang khalifah dimuka bumi harus senantiasa 
memakmurkan bumi. Setiap prilaku ekonomi memiliki tanggung 
jawab untuk berprilaku ekonomi yang benar, amanah dalam 
mewujudkan kemaslahatan. Serta memiliki tanggung jawab untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum bukan hanya 
mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu saja. 
c. Tafakul (jaminan sosial) 
Adanya jaminan sosial dimasyarakat akan mendorong terciptanya 
hubungan yang baik diantara individu dan masyarakat, karna islam 
tidak hanya mengajarkan hubungan vertikal tapi juga hubungan 
horizontal dengan menempatkannya secara seimbang. 
       Indikator kesejahteraan menurut islam menunjukan kepada Al-Quran 
surat Al-Quraisy (106) ayat 3-4: 
                        
     
 
 
Artinya : 3. Maka hendaklah mereka menyembah tuhan pemilik rumah 
ini (ka’bah), 4. Yang telah memberikan makanan kepada 





       Dari penjelasan ayat diatas memberikan arti tentang indikator 
kesejahteraan menurut islam adalah sebagai berikut:
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a. Menyembah tuhan (pemilik) 
“Maka hendaklah mereka menyembah tuhan pemilik rumah ini 
(ka’bah).” Makna dari potongan ayat ini menjelaskan bahwa 
indikator pertama dalam Islam yang paling penting dan wajib 
dilaksanakan adalah pembangunan tauhid (kepercayaan).sehingga 
sebelum masyarakat sejahtera secara fisik, maka terlebih dahulu 
masyarakat harus berus benar-benar menjadikan Allah sebagai 
pelindung dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada pencipta. 
b. Menghilangkan lapar 
“Menghilangkan lapar” Makna yang terkandung bahwa tingkat  
ketakwaan terhadap kepercayaan harus diutamakan karna 
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c. Menghilangkan rasa takut 
“Mengamankan mereka dari ketakutan.” Potongan ayat ini 
terkandung bahwa mendapatkan rasa aman, nyaman adalah salah satu 
dari indikator kesejahteraan. Tidak dikatakan sejahtera jika 
masyarakat masih merasa terancam tentang adanya tindakan kriminal 
seperti perampokan, pembunuhan dan keriminal lainnya. Maka perlu 
adanya pembentukan kepribadian yang baik serta taat kepada 
perintah Allah, jika semua sudah terpenuhi barulah masyarakat 
dikatakan sejahtera. 
F. Tinjuan Pustaka 
       Untuk mengetahui lebih jelas mengenai penelitian ini, kiranya penting 
untuk mengkaji terlebih dahulu penelitian dengan masalah yang sesuai yang 
ada pada penelitian sebelumnya. 
1. Susilo, Aden Andri (2006) dengan judul skripsi “FORMULA ALOKASI 
DANA DESA (ADD) DIKAUPATEN KEBUMEN, 2005”. Tujuan dalam 
penelitian ini untuk merumuskan formula Alokasi Dana Desa (ADD) di 
Kabupaten Kebumen yang mencerminkan pemerataan dan keadilan sesuai 
dengan kebutuhan fiskal yang dimilikinya agar tidak terjadi ketimpangan 
fiskal antardesa. Metode penelitian yang digunakan Penelitian ini 
menggunakan model pendekatan yang didasarkan atas indikator 
“kebutuhan”. Berdasarkan hasil penelitiannya, ketimpangan fiskal yang 
terjadi termasuk kategori rendah dan terdapat selisih kurang sebesar 2,4 % 
dari jumlah dana yang seharusnya ditransfer ke desa melalui APBD. 
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2. Rani Eka Diansari. ANALISIS KESIAPAN DESA DALAM 
IMPLEMENTASI PENERAPAN UU NOMOR 6 TAHUN 2014 
TENTANG DESA (Studi Pada Desa Pateken Kecamatan Wonoboyo 
Kabupaten Temanggung Jawa Tengah). Tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui bagaimana kesiapan desa dalam penerapan UU Desa. 
Penelitian ini menggunakan metode studi kasus pada objek yang akan 
diteliti dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitiannya, desa 
belum sepenuhnya mengikuti aturan UU desa. 
3. Dwi Febri Arifiyanto Taufik Kurrohman dengan judul skripsi 
“AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI 
KABUPATEN JEMBER”. Tujuan penelitian ini memeriksa 
pertanggungjwaban tentang pengelolaan ADD. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat 
dirangkum bahwa penerapan sistem akuntabilitas pengelolaan Alokasi 
Dana Desa (ADD) di wilayah Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember 
sudah berdasarkan pada prinsip tanggung gugat maupun prinsip tanggung 
jawab dan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan demikian, 
perlu dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dengan tetap 
meyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Perencanaan program Alokasi Dana Desa di 10 
desa se-Kecamatan Umbulsari secara bertahap telah melaksanakan konsep 
pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan 
penerapan prinsip partisipatif, responsif, dan transparansi guna 
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pembelajaran kepada masyarakat desa dalam rangka mewujudkan 
pemberdayaan masyarakat desa melalui forum musyawarah perencanaan 
pembangunan desa (musrenbangdes). 
4. Astri Juainita Makalalag, Grace B Nangoi, Herman Karamoy. Dengan 
Judul Penelitian “AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI 
KECAMATAN KOTAMOBAGU SELATAN KOTA KOTAMOBAGU”. 
Tujuan Penelitian Ini Untuk Melihat Apakah Akuntabilitas Pengelolaan 
Dana Desa Sudah Diterapkan Dengan Baik Atau Belum. Penelitian Ini 
Menggunakan Metode Penelitian Kualitatif. Hasil Penelitian Ini 
Menunjukkan Bahwa Akuntabilitas Pengelolan Dana Desa Di Kecamatan 
Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu Telah Dilaksanakan Berdasarkan 
Prinsip Transparan, Akuntabel Dan Partisipatif. Dalam Pelaporan Dan 
Pertanggungjawaban Sudah Dilaksanakan Sesuai Dengan Mekanisme 
Berdasarkan Ketentuan Walaupun Masih Terdapat Kelalaian Dari Aparat 
Desa Dan Pengelola Teknis Kegiatan. Kompetensi Sumber Daya 
Pengelola Masih Merupakan Kendala Utama, Sehingga Masih Perlu 
Pendampingan Pemerintah Daerah. Untuk Meningkatkan Akuntabilitas 
Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota 
Kotamobagu Dibutuhkan Pembinaan, Pelatihan, Pengawasan Dan 
Evaluasi Secara Berkelanjutan Kepada Aparat Desa. 
5. Riskasari. Dengan Judul Penelitian “AKUNTABILITAS 
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA BONGKI 
LENGKESE KECAMATAN SINJAI TIMUR KABUPATEN SINJAI.” 
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Penelitian Ini Bertujuan Untuk Mengetahui Akuntabilitas Pengelolaan 
Alokasi Dana Desa Di Desa Bongki Lengkese Kecamatan Sinjai Timur 
Kabupaten Sinjai. Metode Yang Digunakan Peneliti Adalah Metode 
Kualitatif. Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwapenerapan Prinsip 
Akuntabilitaspengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Bongki Lengkese 
Brdasarkan Indikator Akuntabilitas Kebijakan Publik (Policy Decision 
Accountability) Oleh Nico Sudah Memadai Dengan Pemahaman Para 
Perangkat Desa Mengenai Tugas Dan Fungsinya. Kemudian Dari Hasil 
Penelitian Juga Diperoleh Informasi Bahwa Sosialisasi Dan Diklat 
Tentang Pengelolaan Serta Sistem Pertanggung Jawaban Alokasi Dana 
Desa Telah Dilakukan Dengan Bintek Dari Kpk Namun Masih Terbatas. 
Dengan Demikian Strategi Pengembangan Sdm Akan Tetap Dilakukan 
Guna Mengoptimalkan Kesiapan Dan Kemampuan Sumber Daya 
Perangkat Desa Dalam Menggunakan Aplikasi Sistem Yang Telah Ada. 
       Dilihat dari penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu yang menjadi 
salah satu rujukan peneliti, dengan letak perbedaan  yang peneliti hendak 
lakukan ada di segi objek penelitiannya, yaitu peneliti menggunakan sempel 
desa yang berbeda dan tahun yang berbeda. Peneliti melakukan penelitian di 
Desa Waringinsari Barat Kabupaten Pringsewu pada tahun 2018 dengan 
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